
NOMOR: 4 TAHUN :  2Oo4 SERI :  c NoMoR: 2

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retrit
Daerati(Lembaran Negara RepuHik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tamba
Lembaran Nqara Republik Indorebn Nomor 3685) sebagaimana telah ditt
dengan Undang-Undang Nonnr 34 Tahun 2000 Tentang hrubahan Unda
Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Datr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tamba
Lembaran Negara Republik lrdonsia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kota Ma
Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1
Nomor 50, Tambahan Lembaran lGgara Republik Indonesia Nomor 3829)

4. Undang-Undang Nomor22Tahun 1999Tentang Pemerintah Daerah (Lemb.
Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nonpr 60, Tarnbahan Lembaran Ncx
Republik Indonesia Nomor 3$a);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggar
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor I
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

6. Peraturan Pemerintah l,l,omor 2TTahun 1999Tentarg Analisis Mengenai Dam
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2ff)0 Tentaryl Kewenangan Femeri n
dan Kewenangan Propinsisebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Repu
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Repu
Indonesia Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Dac
(Lembaran Negara Republik lrdorresia Tahun 2001 Nomor 119, Tambal
Lem ba ra n Negara Republik Indoneia Nomor a I 39) ;

9. Peraturan Daerah Kota Dumai l,lomor l3Tahun 2002 tentang Penyidik Peg.r
Negeri Sipil Pemerintah lGta Durnai (Lembaran Darah Kota DumaiTahun 2t
Nomor 26 Seri D).

DEWAI{ 
"r**offifffiBxElo" 

KorA DUrrrAr
I IEI IUTUSKA]I :

Menetapkan: PERATURATI DAERAII KOTA DUl.lAI TENTANG
PERI,AilATI DI BIDAIIG XEPARIWISATAAN

il

*

LEMBARAN DAERAH
KOTA DUMAI

PERATIJRAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 5 TAHUN 2OO4

TENTANG

PERIZINAN DI BIDANG KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa pembangunan dan pengembangan Kepariwisataan di
Daerah sebagai sarah satu upbya pen'ingkatin penaipatan
daerah dan pengisian sema'igdt otonofii daerih m$u;ui
Undang-Undang Nomor 22 Tahln 1999 tentang eemerintahan
Daerah;

b. bahwa Kepariwisataan mempunyai arti yanq sanqat strateqis
datam pembangunan daerah dan pengjem6ang5n e-ionb-ri'i
roljgJr morardan b.udaya bangsa mika Femerinfah rota periil
merakur<an penertiban, pembinaan, dan penqendalian vanq
tera ra h dan berkesina mbunga n terhdda p usa ha-repariwrsjta ji
diwilayah Kota Dumai;

c. sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b diatas maka
pe!'lu dite$pkan ketentuan perizinan dibidang kepariwisataan
dalam suatu peraturan Daeiah.

Mengingat : 1. lndapg-unrtang Nomor gTahun 1990 tentang Kepariwisataan
(L91$ gn. Neg3ra Republi k rndonesia ranun-t gib-rVomoi%,
Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia trtomoigazzi;

I
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d;

e.

fr
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :
a" Daerah adalah Kota Dumai;
b, Femerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai;

Walikota adalah Walikota Dumai;
Dewan Fenruakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
Dinas adalah Dinas Fariwisata dan Kebudayaan Kota Dumai;
Kepala Dinas adafah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Dumai;
Pejabat yang di  tunjuk adalah Pejabat yang berweftanE di  b idanE
kepariwisataan;

h" Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari tersebut yang dilakukan
secara sukarela Serta ders-ifat sementara urituk menikmati oUye( dan daya
tarik wisata;

i. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk
pengusahaan obyek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang
terkait dibidang tersebut;

j .  Kepar iwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan
cenyelenggaraan Pa riwisata;

k. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas teftentu yang dibangun atau
disediaka n u ntu k memen u hi kebutuhan Pa riwisata;

l. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik
negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk antara lain, persekutuan,
firrna, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha
tetap;

m. Usaha sarana pariwisata adalah kegiatan pengelola, penyediaan, fasilitas dan
pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata;

n. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, selanjutnya disingkat AMDAL
adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;

o. Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sarana wisata;

q.

Jasa pramuwisata adalah seseorang atau badan yang bertugas memberikan
bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu
segala sesuatu yang diperlukan wisatawan;
Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau
*uh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan
nninum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersil;
Hunian wisata/seruice apartemen adalah suatu bentuk usaha akomodasi untuk
tinggalsementara yang dikelola suatu Badan dengan perhitungan pembayaran
mingguan atau bulanan;
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s. Balai remaja adalah suatu usaha yang menyediakan tempat menginap d
fasilitas untuk kegiatan remaja dengan prhitungan pembayaran harian se
dapat menyediakan restoran/rumah makan;

t. Pondok wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tingr
untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran hari.

u. Cottage adalah suatu bentuk usaha akomodasiterdiridari unit-unit bangttr:
terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian st:
dapat menyediakan restoran/rumah makan yang terpisah;

v. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda y;r
dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendirisebagaiteml
menginap;

w.Restoran/rumah makan adalah suatu usaha yang rnenyediakan tempat y.r
(tidak bergerak atau bergerak);

x. Resort adalah suatu tempat yang digunakan untuk beristirahat atau ternl
pesiar;

y. Jasa boga atau katering adalah suatu usaha yang menyediakan tempat rt
fasilitas untuk mengelola makanan dan minuman yang melayani pesanan y.r
sekurang-kurangnya untuk 50 orang;

z. Tempat konvensi, pameran dan balai pertemuan adalah suatu usaha yir
menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertemuan bertt
konferensi, seminar, lokakarya, upacara, pameran, bazaar dan sejenisnya;

aa. Obyek wisata adalah Perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budi
serta sejarah Bangsa dan tempat atau keadaan Alam yang mempunyai d;'
tarik untuk dikunjungi wisatawan;

ab. Atraksiwisata adalah usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenr,
olah raga, pameran/promosi dan bazar ditempat tertutup atau ditemJ
terbuka yang bersifat temporer baik komersial maupun tidak komersial;

ac. Taman rekrasi adalah suatu yang menyediakan tempat dan fasilitas unl
memberikan kesegaran jasrnani dan rohaniyang mengandung unsur hibur,
pendidikan dan kebudayaan serta dapat menyediakan restoran/rumah m;rk,

ad. Gelanggang renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilir
untuk berenang serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;

ae. Padang golf adalah suatu usaha yang tempat dan fasilitas untuk bermain q
serta da pat menyedia kan restora n/rumah ma kan;

af. Kolam memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasiltl
untuk memancing ikan serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;

ag. Gelanggang bola ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan temp
peralatan/mesin bola ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkas
yang bersifat hiburan bagiorang dewasa serta dapat menyediakan restor;
rumah makan;

ah. Gelanggang permainan mekanik/elektronik adalah suatu usaha ya
menyediakan tempal peralatan/mesin bola fasilitas untuk bermain ketangkas
yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa serta dag
menyediakan restoran/rumah makan;



ao.

ap.

aq.

/t\

ai. Gelanggffg bbwling adalahsuatu usal.ra yang menyediakan tempat, peralatan
dan fas-'rl'rias untuk bermain bola gelinding serta daRffimenVediakan restoran/
rumah makan;

ai. Arena bola sodok (biliard) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat,
- peralatan dan fasilibs unhrk bermain bola gelinding serta dapat menyediakan

restoran/rumah makan;
ak. Klub maiam adalah suatll usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik

rekaman, disk jokey dan fasilitas untuk menari/disko;
al. Diskotik'adalah su'atu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik

rekaman, disk jokey dan fasllitas untuk menari/disko;
am. Musik hidup adilah'suatu usaha yang menyediakan tempat alat musi(.pemain

musik, penyanyi dan.f3silitas tintuk mengadakan pertunjukan musik serta
menyediakan restoran/rumah makan;
Kara6ke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas
untuk menyanyiyang diirinli musik iekaman serta menyediakan restoran/
rumah makan;
Panti Mandi Ubp adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan
tenaga pemijat dan fasilitas trntuk mandi uap dan pijat;
eanti-eijat adahh suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan tenaga
pemijat dan fasilitas untuk Pijat;
bios(op adalah suatu usal'ia yang menyediakan temp.at, peralatan film dan
fasilitai untuk pertunjukan fitm serta dapat menyediakan restoran/rumah
makan;

ar. Pangkis rambut adalah suatu usaha yang me.nyediakan perawatan
kecantikan/ketampanan yang meli puti gunting ra mbuU

as. Salon adaiah suitu usiha-yang menyediakan perawatan kecantikan/
ketampananyang meliputi gunting rambu! rias, cuci muka, cukur, creambath,
dll;

at. Kdsenian tradisionaladalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan,
pemain dan fasilihs unhrk pertunjukan hiburan tradisional serta menyediakan
restoran/rumah makan;

au. Pusatohh raga adalah suafu usaha menyedbkan tempat peralatan dan frsilitas
untuk olah ra-ga/kebugaran h-rbuh serta-menyediakan restoran/rumah m3l9n;

av. Arena latiharigbf adJah suatu usaha yang mqnyediakan tem.pat, peralatan,
fasilitas dan pelatihan untukgolf serta menyediakan restoran/rumah makan;

aw. Angkutan wisata adalah suatu usaha yang, me.nygdiakan sarana angkutan
wi6ta, berupa kendaraan baik bermebin 

-dan 
bukan mesin yang baik dan

aman serta tenaga pergemudiyang andaldan sopan;
ax. Jasa pariwisata aOaiatr kegiatari yang menyediakan jasa perencanaan, jasa

pelayanan dan jasa penyelenggqrag! pariwisata;
ay.'t<awisan Wisati eddrpiEksklGf adahn lGwasan yarg merryediakan berbagai

sarana, obyek dan daya tarik wisata serta jasa pariwisata yang terletak di
suahr kawasan tertenU;
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az. Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersial yang lingkup
kegiatannya menyediakan prasrcna dan sarana Plriwigag dengan luas tahan
v.ig literitn[in fuusus untuk pengembangan pdriwisata dan ditujukan untuk
wisatawan;

na. (awasan Wisata T1rta adalah suatu kawasan yang menyediakan Jasa Rekreasi
yang dilakukan diperairan laut dan pantai; -

bb. tvi5jtra ieligius aa'itah suatu sistem kepariwisataan yang mengedepankan nilai-
nilai religius sesuai dengan visi Kota Dumai;

Oc. fiwasai Wisata Buday6 dan Religius adalah suaht kawasan y.ang.[et]yediakan- - 
d;n menyelenggarakdn Wisata Budaya dan Kesenian Tradisional Dalam suatu
Wi laya h/besa/Ka m pu ng tertentu ya ng bernua nsa. keagamaan ;,

bd. Mu;6uni adalih suitu ilsaha yani menyediakan tempa! dan fasilitas untuk- 
memperagakan barang atau'benda sejarah, budaya, kesenian dan yang
spesifik lainnya;

be. Surat Ketetipan Retribusi Daerah (SKRD) adalah suatu keputusan yang
menentukan besarnya retribusi terutang;

nf. Surit Ketetapan Retiibusi DaerahTamba-han (qKR?T) adalah.surat keputusan- 
fing menentukan tambahan atas jumlah retiibusiyqng lelah ditetapkqrll

no. Suritiaqihan Retribusi Daerah adaiah surat unhrk melakukan tagihan retribusi
- dan ataisanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

bh.5urat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah suratyang digunakan sebagai
dokumen atau bukti pembayaran retribusi.

BAB II
BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 2

(1) Usaha jasa pariwisata dilaksanakan oleh Badan Usaha yang berbentuk Badan
Hukum Indonesia.

(2) pengusaha obyek dan daya tarikwisata serta usaha sarana wisata yang dapat
dilakukan oleh Badan Usaha atau perseorangan.

(3) Badan Usaha atau perseorangan sebagaimanadimaksud dala.m ayat (2) pasal
' ' ini dalam melakukdn kegiatan usahanya harus berdasarkan izin.

(4) Syarat-sVarat usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah
' - irii diatui lebih lanjut Dengan Keputusan Walikota.



P E NYE LE N ccARiffi t[roo*rsArAAN

Pasal 3

(1) Pimpinan Penyelenggara Usaha Sarana Pariwisata serta pengusahaan obyek
dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini
berkewajiban untuk:
a. Mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan kelaziman dalam

pengelolaan perusahaan pada umumnya;
" b. Mentaatiketenfuan perizinan usaha kepariwisataan dan pemturan perundang-' 

undangan yang beilaku;
c. Mentaati perjahjian kerja serta menjamin keselematan, kesehatan dan

kesejahteraah karyawan;
d. Meningkatkan mutu penyelenggaraan ;
e. Memelihara kebersihan dan keindahan lokasiserta kelestarian lingkungan

usaha;
f. Menjamin keselematan dan kenyamanan pengunjung serLa mencegah

timbulnya bahaya kebakaran;
g. Mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan

pemakaian obat-obat terlarang serta barang terlarang;
h. Mencegah setiap orang untuk melakukan perjudian dan perbuatan yang

melanggar kesusilaan serta tidak bertentangan dengan norma norma
keagamaan;

i. Mengutamakan pemakaian tenaga kerja lokal.

(2) Pimpinan Penyelenggara usaha pariwisata dilarang :
a. Memakaitenaga kerja dibawah umur;
b. Tenaga kerja a-sing tlnpa izin sesuai ierundang undangan yang berlaku;
c. Menerima pelajar/pengunjung dibawah umur untuk jenis usaha tertentu.

Pasal4

Setiap tenaga kerja pada usaha pariwisata di kota Dumai harus memiliki seftifikat
yang sesuai dengan bidang keahliannya sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku.

BAB IV

'ENIS 
USAHA PARTWISATA

Bagian Pertama
Penggolongan usaha pariwisata

pasal5

Penggolongan Usaha Pariwisata meliputi :

a. Usaha sarana pariwisata;
b. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata;
c. Usaha jasa pariwisata;
d. Usaha Promosi Pariwisata;
e. Pengelolaan Usaha WiSata oleh Pemerintah Kota.

Pasal 6

Tata cara dan persyaratan teknis penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaim.
dimaksud dalam Pasal5 Peraturan Daerah iniditetapkan berdasarkan Keputtr:
lValikota.

Bagian Kedua
Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 7

Jenis usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
meliputi:
a. Sarana akomodasi :

1. Hotel;
2. H unian wisata/service apartement;
3. Balairemeja;
.4. Pondok wisata;
5. Cottage;
6. perkemahan.

b. Sarana makan dan minum :
1 . Restora n/ru ma h makan/kedai kopi/ pujasera/ caf6;
2. Jasa boga/ketering.

c. Angkutan wisata.
d. Sarana wisata tifta.
e. Kawasan Pariwisata.

Bagian Ketiga
Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 8

Jenis pengusahaan obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dali
pasal 5 huruf (b) Peraturan Daerah ini meliputi :
a. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam, meliputi :

1. Atnksiwisata;
2. Wisata tirta dan bahari;
3. Taman rekreasi.

b. Pengusahaan Obyek dan daya tarik wisata budaya, meliputi :
1. Kaenian trdisional;
2. Museum;
3. Wisata budaya dan relpius.



c. Pengusahaan obyek Oa1 dgVg tarik wisata minat khusus, meliputi :
tr . Usaha jasa rekreasi dan hiburan umum :

a. Pusat olah raga;
b. Gelanggang renang;
c. Gelanggang bowling;
d. Padang golf;
e. Arena latihan golf;
f. Bioskop;
g. Kolam nnemancing.

2. Pengusahaan jasa rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus yang
ditempatkan pacia kawasan khusus terdiri dari":
a. Gelanggang bola ketangkasan;
b. Gelanggang perrnainan mekan ik/elektron ik;
c. Arena bola sodok (billiard);
d. Pantimandi uap;
e. Klab malam;
f. Diskotik;
g. Musik hidup;
h. Karaoke.

Bagian Keempat
Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 9

Jasa pariwisata.sebagaimana dimaksud dalam pasar 5 huruf (c) meliputi :
a. Jasa biro perjalanan wisata;
b. Jasa agen perjalanan wisata;
c. Jasa pramuwisata;
d. Jasa Konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
e. Jasa impresariat;
f. Jasa konsultan pariwisata;
g. Jasa informasi pariwisata;
h. Jasa religius;
i. Jasa dirgantara.

Bagian Kelima
Usaha Promosi Pariwisata

Pasal 1O

lPt*l pariwisata Sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 huruf (d) Peraturan Daerah
ini meliputi kegiatan usaha pencetakan/pembuatan, penyedi'aan bahan-bahan
informasi, publikasi pariwisatd, dalam meiita cetakdaridtau meoia elektronik serta
bentuk bahan promosi lainnya.

Bagian Keenam
Pengelolaan Usaha Wisata oleh pemerintah Kota

Pasal 11

Pengelolaan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf (e)
Peraturan Daerah inimeliputi :
a. Penginapan graha wisata dan mess Pemda;
b. Ruang perternuan pada graha wisata;
9. Jasa- pelayanan untuk masuktempat rekreasi dan sarana lainnya milik
Pemerintah Kota.

Bagian Ketujuh
Jeniswisata lainnya

Pasal 12

(1) Pemerintah Kgta dapat menetapkan jenis usaha pariwisata yang baru selairr
ya.ng {imglqud pada Pasal 5 Peraturandaerah inisebagaiafinit peirkembangerrr
teknologi, ekonomi, sosialdan budaya yang terjadidi fota Duinai.

(2) Peqnlbahan jenis usaha pariwisata baru ditetapkan dengan keputusan Walikot r
setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 13

(1) Pengembangan dan pembinaan serta promosiyang berkesinambungan dalam
ppka meningkatkan daya saing serta konsistenii pelayanan dan-kepastian
hukum di dalam sektor pariwisata yang menyangkut iirvestasi asing PMA/PMDN
memerlukan lahan yang luas, lintas Batas Negaia dan hubungan Internasion.rl
dilakukan oleh Pemerintah Kota bersama Instansi terkait lainnya.

(Z) Pr39ng-bidang yang-dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini antara lain meliputi Hott:t
Bintang,-Karyagan Pariwis-ata (resort), wisata tirta dan Bahari, Jasa konven:;i
Internasional, Padang grolf dan promosi pariwisata Internasionbl.

(3) Pelayanan $dang-bldang diqnaksuC datam ayat (2) Pasal inidilaksanakan dengan
cara one stop seruiceymd djOtur dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota
bersama Instansi terkait lainnya.
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BAB V
PERIZINAN

Bagian peftama
Izin Usaha Pariwisata (IUp)

Pasal 14

(1) Setiap penyelenggaraan usaha sarana pariwisata, pengusahaan obyek dan
daya tarik wisataserta jasa pariwisata sebagaimani cjimaliuo ojrjm Fiiar 7, g
dan 9. Peraturan Daerah ini iedebih dahulu liarus nnemititii izin usafrJ paiiwtsita' (IUP) dari Kepala Dinas pariwisata dan Kebudayaan atJs nama walikota.

(2) 
l1l_UTha Pariwtsab (IUP) sebagaimana dimakud pada ayat (1) Fasat ini bertaku
sepanjang usaha tgryeQut masihberjalan dan harus'didaftar uiang seliati setafrun
kepada Dinas Pariwisata dan Kebuiayaan.

(3) Izin Usaha Pariwisata (iUP).sebag.gimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak
dapat.dipindah lgngankan, kecuali dengan persetujubn tettritijil?irepafl dil;;
Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 15

Iipglltlpersv_aratan untuk npmqeqoJeh Izin Tempat usaha pariwisata (rrup)
seDa.galmana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan.Daerah ini dan tati carSpendaftaran ulang serta jangka waktu ditetapkan oengdn Keputusan waiiroia.

Bagian Kedua
Rekomendasi Promosi pariwisata

Pasal 16

(1) Seluruh p_enyiapan bentuk promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10. Peraturan daerah initerlebih dahulu harus iremperoleh rekomendjsi
dari Kep.ala Dinas pariwisata dan Kebudayaan atau pe;ioitying oiiiljukJtal
nama Walikota.

(2) $ekogendasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal iniberlaku untuk 1(satu) kalikegiatan.

(3) Rgkgr.nendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindahtangankan' 
PasarlT

FP _:qr_ ryr;yarytan untuk mem peroreh rekomendasi promosi pa riwisata
seDagalmana dlmalGucl clalam Pasal 16 Peraturan Daerah iniOitetaptbn dengan
Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Perubahan Bangunan Usaha

Pasal 18

(1) setiap perubahan bangunan usaha sarana pariwisata serta pengusahaan oby,
dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasai 7 din g. peratur.
Daerah initerlebih dahulu mbmperoleh rekomendasidari Kepala Dinas pariwLs.r
dan Kebudayaan.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal inidigunakan untr
mengurus perizinan yang diperlukan.

Pasal 19

T,9!a cqa pelsyaratan untlk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksr
clalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keput-usan walikota.

BAB VI
RETRIBUSI

Bagian peftama
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 2O

D..eng91 nama retribusi izin usaha pariwisata dipungut pembayaran atrr
diterbitkannya izin usaha pariwisata ydng berada oiwilayin-rbta oumai rcepalpribadiatau badan.

Pasal 21

9ojutt retribusi adalah sarana usaha yang digolongkan di dalam kepariwisataa
Kota Dumai.

Pasal 22

subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menjalankan/mengelol
sarana usaha kepariwisataan.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

pasalZf

(r) $as pglgyaf-nn sebagaimana diamksud dalam pasll,g, 9, 10 dan t1 Feraturar
?,T_flTf qqyngut retribusieryun nama Rebib'.isilz'rli u'satra pariwisata vandrgotorg t<a n jen is retribusi perizinan tertentu.
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(2) Pelayanan sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini adalah :
A. Izin Usaha Sarana Pariwisata.

1. Izin Usaha Akomodasi
a) Izin Usaha Hotel;
b) Izin Usaha Hunian WisatalSeruice Apartement;
c) Izin Usaha BalaiRemaja;
d) Izin Usaha PondokWisata;
e) Izin Usaha Cottage;

. f) Izin Usaha Perkemahan;
g) I2in Usaha Resort.

2.IzinUsaha Makan Minum :
a) Izi n Usaha Restora nl Ru rnah Maka nl Kedai Kopi/Pujase r a I C-af 6.
b) Izin USaha Tempat Konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan.

B. Izin Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata :
1. Izin Pengusahaan Obyek dan daya Tarik Wisata Alam :

a) Izin Pengusahaan Atraksi Wisata;
b) Izin Pengusahaan Wisata Tirta dan Bahari;
c) Izin Pengusahaan Taman rekreasi.

Z.Izin Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya:
a) Izin Pengusahaan Kesenian Tradisional;
b) Izin Pengusahaan Atraksi Museum;
c) Izin Pengusahaan Wisata Budaya dan Religius.

3. Izin Pengusahaan Jasa rekreasidan Hiburan Umum :
a) Izin Pengusahaan Pusat Olah Raga;
b) Izin Pengusahaan Gelanggang Renang;
c) Izin Pengusahaan Gelanggang Bowling;
d) Izin Pengusahaan Padang Golf;
e) Izin Pengusahaan Arena Latihan Golf;
f) Izin Pengusahaan Bioskop;
g) Izin Pengusahaan Kolam Memancing.

4.Izin Pengusahaan jasa rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus bagi
wisatawan mancanegara yang ditempatkan pada kawasan wisata khusus:

C.Izin Jasa Pariwisata :
1. Izin Jasa Biro Perjalanan Wisata;
2.IzinJasa Agen Perjalan Wisata;
3. Izin Jasa Pramuwisata;
4. Izin Jasa Konvensi Perjalanan Insentif da n Pa meran;
5. Izin Jasa Impresarial;
6. Izin Jasa Konsultan Pariwisata;
7. Izin Jasa Informasi Pariwisata.

D. Usaha Pariwisata yarg dikelola oleh Pemerintah Kota, dalam hal inioleh Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan :
1. Penginapan pada graha wisata;
2. Penggunaan ruangan pertemuan pada graha wisata;

3. Jasa Pelayanan masuk tempat rekreasi dan sarana wisata lainnya milil
Pemerintah Kota.

E. RekomendasiDinas Pariwisata dan Kebudayaan :
1. Rekomendasi Promosi Pariwisata;
2. Rekomendasi Perubahan Bangunan Usaha Pariwisata.

Pasal 24

(1) Besarnya retribusiterhadap pelayanan sebagimana dimaksud dalam Pasal 2:
Peraturan Daerah ini baik untuk Izin Prinsip Usaha Pariwisata dan Izin Tetag
Usaha Pariwisata serta daftar ulang ditetapkan sesuai dengan permohonar
wajib retribusi dan besar retribusinya tergantung darijenis usaha pariwisata,
fasilitas yang disediakan dan kelas/golongan usaha pariwisata.

(2) Penetapan besarnya retribusidilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaar
atas permohonan wajib retribusidengan menggunakan :
a. Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD);
b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan (SKRDT);
c. Surat Tagihan Retribusi Daerah (SIRD).

(3) Terhadap wajlb retribusiyang tidak mengajukan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan setelah diadakan pemeriksaan maka
ditertibkan SKRD secara jabatan dengan pengenaan retribusi sebesar 50 0,6
(Lima Puluh Per Seratus) dari pokok retribusiterhutang.

(4) Pqnggolongan kelas usaha pariwisata dan tata cara penetapan, bentuk dan isi
da ri dokumen penetapan retribusi serta jatuh tempd pembayara n ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Stuktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 25

(1) !1tgk memperoleh Izin Usaha Pariwisata dan Pendaftaran Ulang di pungut
Ritribusi Usaha Pariwisata.

(2) Besarnya Tarif Retribusi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini adalah sebagai berikut :



NO USAHA PARIWISATA ioroNGAN / KE|-AS
WISATA

TARIF

A USAHA SAMNA PARIWISATA
1. HotelBintang l. Bintang 5 Berlian

-Izin Usaha Pariwisata R.p. 30.000,-/kamar
-Daftar Ulang Rp. 27.500,-/kamar

2. Bintanq 5
-Izln Usaha Pariwisata Rp. 30.000,-/karnar
-Daftar Lllang Rp. 25.000,-./kamar

3. Bintanq 4
-Izin Usaha Pariwisata Rp" 25.000,-/kamar
-DaftarUlang Rp. 22.500,-/kamar

4. Bintang 3
-Izin Usaha Pariwisata Rp. 20.000,-lkamar
-Daftar Ulang Rp. 20.000,-/kamar

5. Bintang 2
-Izin Usaha PariwisataRp. 20.000,-/kamar
-Dafur Ulanq Rp. 17.500,-/kamar

6. Bintang 1
-Izin Usaha Pariwisata Rp. 20.000,-/kamar
-Daftar Ulanq Rp. tr5.000,-/kamar

II. HotelNon Bintang dan
Penginapan

1. HotelMelati -Izin LJsaha PariwtrataRp. 10.000,-/kamar
-Daftar Ularu Rp. f0.000,-/kamar

llo
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500.000,-

PENGUSAHMN OBYEK DAN
DAYATARIKWISATA

150.000,-

30.000.-
25.000,-unit

200.000

20s.1100.-

30"000
25.000,-unit

400.000.-
400.000,-

400.
350.

Rp.1.000.000,-

1.000.000.-

s00.000.-



II. AtraksiWisata |.. Denqan tanda masuk

-Izin Usaha PariwisataRp. 100.000,-

-Daftar Ulanq Ro. 100.000.-

Z. Tanpa tanda masuk

-Izin Usaha PariwisataRo. 50.000,-
-Daftar Ulanq Ro. 50.000.-

lII. WisataT'ifta -Izin Usaha PariwisataRp. 300.000,-

-Daftar Ulanq Rp. 250.000.-

lV. Taman Rekreasi -Izin Usaha PariwisataRp. 300.000,-
-Daftar Ulanq Rn. 250.000.-

V. Gelanqaanq Renanq -Izin Usaha PariwisataRo. 300.000.-
-Daftar Ulanq Ro. 250.000.-

fi. Padanq Golf -Izin Usaha PariwisataRo.5.000.000,-
-Daftar Ulanq Ro.5.000.000,-

VII. Kolam Memancinq -Izin Usaha PariwisataRp. 200.000,-

-Daftar Ulanq Ro. 150.000,-

WII. @langgang Bola

Ketanqkisan

-Izin Usaha PariwisataRp. 100.000,-/mesin

-Daftar Ulanq Ro. 100.000,-/mesin

X. Gelanggang Permainan
Mekanis/Elektronik

-Izin Usaha PariwisataRp. 50.000,-/mesin

-Daftar Ulanq Ro. 50.000,-/mesin
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k. Gelanggang Bola Gelinding
(Bowlinq)

-Izin Usaha Pariwisah Rp. 300.000,-falur

-Daftar Ulang Rp. 250.000,-/ialur

XI. Arena Bola Sodok (Biliar) -Izin Usaha PariwisataRp. 50.000,-/meja

-Daftar Ulanq Ro. 50.000,-/meia

)GI. Klab Malam -Izin Usaha PariwisataRp.3.000.000,-
-Daftar Ulanq Ro.3.000.000,-

[II. Diskotik -Izin Usaha PariwisataRo.3.000.000.-
-Daftar Ulanq Rp.3.000.000,-

KV. MusikHidup -Izin Usaha Pariwisab Ro.2.500.000.-
-Daftar Ulanq Ro.2.500.000.-

t0/. Karaoke -Izin Usaha PariwisataRo.3.000.000.-
-Daftar Ulanq Rp.3.000.000,-

$/I. PantiPiiat -Izin Usaha PariwisataRo. 50.000.-/kamar
-Daftar Ulanq Rp. 50.000,-/kamar

X/II. PantiMandiUap -Izin Usaha PariwisataRo. 150.000.-/kamar

-Daftar Ulanq Ro. 150.000.-/kamar

KVIII. Bioskop -Izin Usaha PariwisataRo. 500.000,-/layar
-Daftar Ulang RD. 500.000,-/lavar

(D(. Panokas Rambut -Izin Usaha PariwisataRo. 25.000,-/kursi
-Daftar Ulang Rp. 25.000,-/kursi



fl. Angkutan Wisata -Izin Usaha PariwisataRp. 25.000.-/unit
-Daftar Ulano Rp. 25.000.-/unit

DO. Kesenian Tradisional -Izin Usaha PariwisataRo. 50.000--
-Daftar Ulanq Rp. 50.000.-

fiII. PusbtOlahraoa -Izin Usaha PariwisataRp. 250.000,-/unit
-Daftar Ulano Rp. 250.000.-/unit

fiIII. Arena tatihan Crolf -Izin Usaha PariwisataRp.2.000,000.-
-Daftar Ulanq Rp.2.000.000,-

c ]ASA PARIWISATA
I. Jasa Biro Perjalanan Wisata[. Izin Baru Rp. 500.000.-

l. Daftar Ulano Rp. 250.000,-

II. Jasa Agen Perjalanan
Wisata

[. Izin Baru Rp. 500.000,-

2. Daftar Ulano Rp. 250.000.-

III. Jasa Pramuwisata [.Izin Baru Rp. 500.000.-
l. Daftar Ulano Rp. 250.000,-

lV. Jasa konvensi, perjalanan
insentif dan Dameran

L.Izin Baru Rp. 500.000,-

V. Jasa Impresariat

fI. Jasa Konsultan Pariwlsata

2. Daftar Ulang

l.Izin Baru
2. Daftar Ulang

l..Izin Baru
l. Daftar Ulano

Rp. 250.000,-

Rp. 500.000,-
Rp. 250.000,-

Rp. 500.000,-
Ro. 250.000.-

1. Penginapan pada Graha
Pariwisata

Jasa pelayanan masuk
Tempat Rekreasidan

I
I

,l

F
)
I

, l

I
i

I

Rp. 50.000,-/6 jam

Rp. 1.000,-/orang

100.000,-/1 kali
Rp. 100.000,-/1 kali

Pasal 25

(1) Yltyf penyelenggaraan_usaha tsrala pariwisata dan pengusahaan obyek dar
claya tarikwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 daiS peraturan Daerah
ini, retribusi usaha pariwisata dibayar pada saat Izin Prinsip Usaha pariwisata
diterbitkan.

(2) sedangkan untuk peny.elengga.rapl usalra jasa piriwisata dan usaha promosi
w_isata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ban 10 Peraturan daerah ini,
retribusi usaha jasa pariwisata dibayar pada saat Izin Tetap Usaha pariwisatj
diterbitkan.

114
115



(3) Retribusi Usaha Pariwisatq yang diterima bendaharawan kh.usus penerima
' berdasarkan Ayat (1) dan (2) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

(4) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi usaha pariwisata akan
- 

ditetapkan dengan Keputusan Walikota'

BAB VII
PEMBAYARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 27

Setiap wajib retribusi harus membayar retribusi yang terhutang dengan tidak
tergantung pada adant'a Surat Ketetapan Retribusi.

Pasal 28

(1) Jika ternyata retribusiterutang sebagaimana dimaksud dalam Paml27 Peraturan
' baerah ini belum dibayar sesuai dengan besarnya tarif retribusi setelah lewat

waktu 3 (tiga tahunj maka retribusi yang,belum dibayar tersebut dapgt
ditetapkari s6cara jabdtan (ex offecio) oleh Wblikota atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Retribusi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
' 

ditambah l-(satu) kalijumlah retribusi yang belum dibayar'

(3) Terhadap Surat Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
' 'ini 

berlakir ketentuan tentang penagihan retribusidaerah.

BAB VIII
PENAGIHAN

Pasal 29

Surat Ketetapan retribusi dan tambahannya merupakan dasar penagihan retribusi.

Pasal 3O

Apabila retribusi belum dibayar pada saat jatuh tempo maka dikenakan denda
sebagai berikut:
a. Kdterlambatan I bulan dikenakan denda 25o/o daritartf;
b. Keterlambatan 3 bulan dikenakan denda 50 o/o dari tarif;
c. Keterlambatan 6 bulan dikenakan denda 100 o/o daritarif;
d. Keterlambatan 6 bulan sampai3 tahun dikenakan denda 20Oo/o daritarif.

Pasal 31

penagihan terhadap piutang retribusi ditetapkan dengan keputusan

BAB IX
KEBERATAN

Pasal 32

n) Waiib retribusi dapat menqajukan kebera'ran secara tertulis terhadap ketetapan
'-' ie#ibrsi ditam jangka waftu paling lama l(satu) bulan sejak tanggal penetapan'

(2) Atas Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Walikota atau pejabat yati<1
'-' Oitun;u-timenetapkan"keputusan berupa menerima seluruhnya atau sebagi'rn,

menoiak atau mi-'nambah besarnya i<etetapan retribusi'

(3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Walikota tidak menetapkan keputusan
'-' r.5OJgJi*ina fimiksud pada iyat (Z) pasal ini, maka keberatan yang diajukan

tersebut dianggaP diterima.

(4) Kewaiiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan diajukannya surat
' ' keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB X
PEMBEBASAN

Pasal 33

(1) Walikota dapat menetapkan. pembebasan retribusi .yang tercantum dalant
peraturan tjaerah ini dpabili perusahaan dinyatakan pailit berdasarkatt
Keputusan Pengadilan Niaga'

(2) Tata cara pembebasan retribusi ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB XI
UANG PERANGSANG

Pasal 34

Dinas pariwisata dan kebudayaan sebagai pelaksana pemungut retribusi diberikan
uJngfrangsang sebesarS% (lima persen) darirealisasipenerimaan retribusiyantl
disel6rkan -ke tias Daerah, ydng pengaturannya ditetapkan dengan Keputusatt
Walikota.

I

Tata cara
Walikota.

t
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BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap .penyelenggara usaha pariwisata.dan
' ' 

tenaga kerja paiiwiiata sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini
dilak'ukan dleh Kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atas nama Walikota.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
. meliputi :

a. Pemberian izin usaha;
b. Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha;
c. Teknis penyelenggaraan usaha;
d. Peningkatan kemampuan tenaga kerja;
e. Teknis pemasaran/promosi;
f. Pembeiian penghaigaan bagi usaha dan tenaga pariwisata yang berprestasi.

Pasal 36

Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana Qlpaks_ud dalam pasal 38
Peraturan-Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota Dumai'

BAB XIII
KAWASAN PARIWISATA

Pasal 37

(1) Kota Dumai sebagai salah satu pinfu gerbang wisatawan menyiapkan kawasan
Pariwisata dengan luas lahan teftentu.

(2) Penetapan kawasan Pariwisata dilakukan oleh Pemerintah Kota sesuaidengan
Tata Ruang dan rencana pengembangan kepariwisataan.

(3) Pengelolaan dan pengusahaan kawasan pariwisata -dilakukan Pemda Kota
' - Dumai atau pengdsaha/lembaga yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 38

1. Jenis kawasan pariwisata terdiridari :
a. Kawasan Wisata Tirta;
b. Kawasan Wisata Budaya;
c. Kawasan Wisata Religius;
d. Kawasan Wisata Sejarah;
e. Kawasan Wisata Khusus.

2. Tata cara dan persyaratan teknis serta norma-norma usaha pa.riwisatat
- 

;b;g;ir"nJ airnillua oaiam patal ini ayat (1) ditetapkan berdasarkan
Keputusan walikota' 

Bagian pertama
Kawasan Wisata Tirta

Pasal 39

(1) Penousaha Wisata Tlrta adalah melipuiijasa penyediaan sarana dan prasarart'
'^' ;;'dF; Ginnya untuli melakukan liegiatan rekreasi di peraimn iaut dan pant'tt

(2) penvelenqqara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasit
'-' iniOi*id'gfii;6; oleh pemdako bekeriasama dengan pengusaha pariwisat'

yang ditunjuk Walikota.

(3) Usaha penqelolaan usaha wisata Tirta, pengelola dapat bekerjasama denqat
'-' ;'h;ktStkuftOitam menunjang pengebldan usaha kawasan pariwisata tersebttl

Bagian Kedua
KawasanWisata BudaYa

Pasal z*(l

(1) Kota Dumaisebagaikawasan Wisata Budaya.

(2) Kawasan wisata budaya menyediakan segala macam.sarana dan prasaran'
'-' ;;;b;;; i;',t"fitiOensan kebudayaan selempat atau budaya daerah lainny,:

(3)Kawasanvangdimaksudayatiniditujukanpadasuatu.Wilayah/Desa/Kamptttr.
'"' i;td;tr a;"'d; ;eyeOiut an dan -meny'elenggarakan serta menampilk'r

budaya dan s6ni tradibional wilayah bersangkutan'

Pasal 41

(1) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pgda! {r..9Et (.2) liselenggarak.r
'-' pemOako atau pengusiha/lembaga yang ditunjuk Walikota Dumai.

(2) Untuk menqelola kawasan wisata br'daya, pengelola dapat bekerjasama denrlrr
' ' pihak instansi pemerintah yang terkait.

t
I
I
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Bagian Ketiga-- -
Kawasan Wisata Religius

Pasal 42

l,) Kota Dumai sebagai kawasan wisata religius'

z) pelaksanaan dalam mewujudkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
-' 

ini dilakukan secara tertahap dan berkelanjutan'

3) Kawasan wisata religius menyediakal segala mactm p!"asanna dan saranayang
' 

berkaitan dengan kehidupan umat beraga.ma' . --,
+l i-niOJplCOisefe-nggiiafanbien Pemerintah Kota atau pengusahai lembaga yang
- 

ditunjuk Walikota.

5) Untuk mengelola kawasan wisata religius,.pengebla dapat bekerBsarna dengan
' pihak lain dlalam rangka menunjang usaha terseDuE'

Baqian KeemPat
Kawasin Wisata Seiarah

Pasal4.?

11) Femda Kota Dumai berkewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan
' ' tempat-temPat bersejarah.

(2) Kawasan wisata sejarah menyediakan prasarana dan sarana yang berkaitan

dengan se]aran.

(3) Pengusaha dan pengelola kawasan wisata sejarah dilakukan oleh Pemerintah

Daerah Kota atJu'p-engffin;7limbaga ying ditunjuk Walikota dengan

persetujuan DPRD Kota Dumai'

Bagian Kelima
Kawasan Wiftta Pelangi Eksklusif

Pasal 44

(1) Dalam rangka menghapus berbagqi dampak negatif -dari 
pembangunan

'-' ouiiwisata Oi tota drfiji?nifi periu-Oinfufah suatu proses perrertiban genga:''
5rj l#ilLirplilun usaha pariwisata.;pqdi mana bimakstd.pasal p Sei3n
Gi;ffi; (il-p.iliri.nbbetan ini kedafim satu kawasan khusus tertentu'

(2) Pengelolaan Kawasan Wisata Pelangi Eksklusif dapat bensaldari perusahaan
milik Warga Negira inaonesia Oan a6u bekerlrsania dengan pen'sahaan ming'

Pasal45

Dalam penenh|an kawasan wisata pelangi. eksklusif sebagaTPP dimaksr'td pasal

47 avat(l). Pemer#;t'tfii; D[ili ;Gn mirujur fada Peraturan Daerah

nln6* tath nuang Kota/ltVilayah Kota Dumai'

Pasal46

(1) Kawasan Wisata PelangiEksklusif dikembangkan secara.kgmprehe.nsif yang
*" 

l'li,iilunv*frifun usaha pariwisata, me ptitl sa..a1a,objekhal {gVa tarif

;"ri*i;:#Gtt lu* pun*ifiA ,"ng sbmuaterbtakdan beropermidalam sahr

kawasan tertentu.

(2) Kawasan Wisa.ta Pelangi Eksklusif ditujukan !3tY1.yntuk 
wisatawan

man@negara oan ditempatkan pada suati.r kawasan'khusus dan jauh dari
pemukim-n Penduduk.

(3) Penyelenggara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud.@a ayat (f) nasal
'-' ini, Oapat-ri'isefenggirafin obh Pemerintah Kota Dumai atau pergusaha atau

p"lrdGh" usar,iiili*Gt" y"ng ditunjuk oleh walikob Dumai.

(4)|Gwasan/Lokasidantatacarapengamanan-danpengawas?nkaw.asan' - sebaoaimana oinrrailiioiila-J,pt [+ (il oan (3) pasaiinidimpkan walikob

sete6h nrerdapat persetujuan Dewan'

Pasal4T

(1) Pelalcsanaan Kawasan wisab Elakfu.rsif dapatdilakukan jika :
'^'"]ililfoCn-h-;elaliuffipene,rtiUanertrbOaPF?tlapariwlsatasebagBimana

dimaksgd p#is'bdtutiiai q"t"fitt Fenia ini yang berada di lmr drerah
peruntukah usaha pafwisata Qrsebu$

b. pemko meniairii fi'|il; t"tuiatr.pefrUentukan Kawasan Wisata ?glangi
Eksktusif ruri' ditriG' Enhri usatiJpariwisata ya.!p diperuntrkan kl-tt,tsu:
unhrkkawaoil6d"6"t-mil"d"t#db".perasidil-rnr'lonrmandirnaksttd.

(2) Bahlva di dalam Kawasan wsata Pelangi Eksklusif tidak dibenarkan adanya

usaha-usana v"'nd6itt"ndqgan-6gneai urdang-Undarg Sr'sila dan Agama'

(3) Tab can pergelolaan Kawasan wisata nepr.rsi Eksklusif akan dilaksanakan
--' ;;;r;#h-p-Jil b&ehnjutan serta setelah-mendapat persiuan Devvan.
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BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan datam pasar 2, 3, rs, !7, Lg, z|dan 45 ayat
12), (4)dari Peraturan Daerah inidiancam pidanb (uruirgah sdamj:ijmunfif
(engT) bulan, dan atau denda setinggi-tirigginya np.s.6oo.ooo,ob tlima juti
rupiah).

(2) Pelanggaran terhadap ,p.asal 40, 4L, +5 ay'at (2) dan (4), pasal 46' mengakibatkan semua perizinan.yangtehh dikelubrkan Grkaitari diingjn tasat-pasal tersebut dinyatakan batal demi hukum.

(3) selain sanksi sebigaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terhadap pelanggaran
dimaksud, dapat dibebankan biaya pai<sain peneEa(an nukuri, ieiliri#t;
atau sebahagian.

(4) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalahpelanggaran.
BAB )(V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 49

(1) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal4S peraturan Daerah
inidapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
a. teguran lisan atau panggilan;
b. teguran tertulis;
c.. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha;
d. pencabutan :

1. Izin Usaha Pariwisata (IUp);
2. Rekomendasi Promosi pariwisata;
3. Rekomendasi Perubahan Bangunan.

(2) Tatacara p,.engenaan sanksiadministrasi:gF.ggaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal i n i ditetapkan dengan keputusan Walik6ta.

BAB )G'I
PENYIDIKA]I

Pasal 5O

(1) selain.,Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana,
penyidikan atas tindak pidana sebalaimana dim-aksud dalam peraturan'Daerali

ini, dapat.dilakukan juga oleh penyidik pegawai Negeri sipil di lingkunge
Pemerintah Kota.

(2)11"X:lg,n-9_qn_P-e_lyidik Pegawa.i Neg_eri Sipit seb_agaimana dimaksud pada ayi
(r) pasat Int adatah berdasarkan peraturan perundangan-undanlan yan
berlaku.

BAB )OfiI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Dengan berlakunya. Peraturan Daerah. ini, rnaka sem[Ia izin usaha jasa parlwlsata
izin pengusahaan obyek Can.daya tarik wisata ser+,a izin jisa piriwisata'yang t"li
diterbitkan masih tetap bertaku sampai berakhirny- jringk5 Gtiiu pe"oirrii"
ulang usaha yang bersangkutan, dengan ketentuah siuaiiai berikut':
a' Semua usaha pariwisata yang mas'ih memiliki izin wjiib mendaftarkan ulan,

usa.hgnya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan guna fertib administrasi usahpariwisata;
b'|ry"?t_e1* r-1ut_qendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) pada pas:

rnr,.ternyata terdapat. pelanggaran perizinan yang telah dikelujrkan Dinj
Pariwisata dan Kebudayaan-dapat heninjau kem-bali perizinan vang tulJ
diberikan;

c. Tatacara pendaftaran.ulang usaha sebagaimana.dimaksud pada huruf (a) pacJr
pasal ini akan ditetapkan d-engan Keputlrsan Walikota. 

F -

BAB XVIil
KETENTUAN PENUTUP

pasal 52

11fl:?:l::lp--F]um_diaturdatam 
peraturan Daerah jni, sepanjang yang menyanskul

teKn rs peta ksa naa n nya a ka n ditetapka n denga n Keputdsa ri w5l ftoti.

pasal 53

.?^"I_gl1?_Er]?\yty?_Ppruturan Daerah ini, maka peraturan Daerah propinsi Riauyang DerlaKu dl Kota Dumai berkenaan dengan Kepariwisataan dinyatdkan tidakberlaku lagi' 
pasar 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Ag_TSlpgISlg9apatmengetahuihya,.meddrintahkane"engunOanganperaturanuaeran Inl oengan menempatkan ke dalam Lembaran DaerSh Kotabumai.
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Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 7 Februari 2004

WALTKOTA DUMAT,

Cap/dto

H. WAN SYAMSIR YUS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 9 Februari 2004

Ptt. SEKRETARTS DAERAH KOTA DUMAT,

CaP/dto

Drs. H. ZULKIFLI, AS
PEMBINA TK. I NIP. 010082766

LEMBAMN DAEMH KOTA DUMAITAHUN 2OO4 NOMOR 01 SERI C

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 5 TAHUN 2OO4

TENTANG

PERIZINAN DI BIDANG KEPARIWISATAAN

L PEI{JELASAN UMUM

Bahwa clengan telah diper'lakukan Undang-undang ![cn6; 22 Tahiin igvv
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangaan Keuangan Pusat dan Daerah, Y?n9 ditindak lanjuti dengan
Peratulan Nomor 66 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah, maka untuk
percepatan Pembangunan Daerah Kota Dumai dalam hal penyelenggaraan
kepariwisataan ya ng tituju ka n untuk meningkatkan pendapatan daerah dala m
rangka meningkbtkan Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat, memperluas dan
meiatakan keiempatan beiusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan
daerah, memperkenalkan dan mandayagunakan obyek dan daya tarik wisata di
Kota Dumai.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan,
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996. tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan, dalam usaha mengembangkan dan
meni ng kat-Gn Penyeledggaraa n Kepa riwisataa n, di laku ka n pembang unan objek
dan daya tarik wisbta, bbik dalam bentuk mengusahakan objek dan daya. tarik
wisata yang sudah ada maupun membuat objek-obyek baru sebagai objek dan
daya tarikwisata didaerah Kota Dumai.

Untuk mencapai maksud tersebut, Pemerintah Kota Dumai melakukan
penyelenggaraan dan jenis usaha pariwisata, penguasaan objek dan daya tarik
wisata, izin prinsip usaha pariwisata sefta pembinaan pengawasan.

Kegiatan ekonomi disektor pariwisata di Kota Duma! perlu didukung.dan
dikembangkan penataan/perizinan, sehingga terwujud iklim berusaha yang kodusif.
Untuk itu penting adanya suatu pengendalian, pengawasan dan pengaturan yang
dapat mengakomodir kepentingan semua pihakserta upaya-upaya untuk menjaga
keiestarian pengelolaan lingkungan. Salah satu Sumber pembiayaan yang juga
rnerupakan Sumber Pendataan Asli Daerah dalam rangla merealisasikan kegiatan
dimaksud adalah melalui perizinan /retribusi izin usaha pariwisata.
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II. PENJETASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 5
- 

, Penyebutan urutan penggolongan usaha pariwisata dalam pasal initidak berarti
!_a_hwa penemparan usahJ lang"satu r"olri ti"sdi d.;ry;;6 hi; ; t"t.fi;j;ilmempunyai kedudukan yan$ saira daranr"r usaha-p-arrwisa'ta. "

Pasal 8
. , Membangun .da1 mengerora objek dan daya tarik wisata dapat dirakukan
!9rhada.p suatu objek y,an-91erah ad5, misarnvu ft"uiGJir;ffi;"; flb;; Gdil;;serupa itu dgna! pu]a berupa membangun cian nrengeiora o'ojer, ain oavJ tjriiiwisata sebagi objek dan dayd tarik wisata iang sama. seriaii u*u, d"ng* ,.ndfigkdiprasarana dan sarana yang diperrukan, irisalnva atraGiwisaial

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Untuk mendatangkan kegairahan pelaksana pemungutan retribusi lebih giat
mela ksa na ka n Pem u ng uta n/Pengawasan Pemasu kan retribusi usaha pariwiiata
dimaksud pasal 25, diberikan uanE peransang.

Pasal 35
Untuk melakukaa.n pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan atas nama Walikota



Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pmd5l

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
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